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Abstrak 

 

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan Lepas Dari 

Segala Tuntutan Hukum. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue 

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan 

hukum karena telah berdamai. Hasil Penelitian pada pembahasan pertama 

menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa 

alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan 

hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan 

karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, 

yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari 

Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap 

putusan Pengadilan menurut penulis Hakim keliru. Hal ini berdasarkan 

pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun 
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pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan 

dari segala tuntutan hukum. 

Kata Kunci: Putusan Hakim, Putusan Lepas, Kepastian Hukum. 

 

Abstract 

The provisions of Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code 

regulate the decision to Release from All Legal Claims. Whereas in the Suka 

Makmue District Court Decision Number 63/Pid.B/2021/PN Skm. The defendant 

was declared free from all legal charges because he had reconciled. The results of 

the research in the first discussion show that the provisions of Article 191 

paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, determine that the reasons that 

can be used as a basis for judges not to impose sentences/crimes on perpetrators 

or defendants who are brought to court because they have committed a criminal 

act are called expunging reasons. criminal, namely: Justifying reasons and 

forgiving reasons. Analysis of the Decision to Release from All Legal Claims in 

decision Number: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, regarding the Court's decision 

according to the author, the Judge was wrong. This is based on an examination of 

the facts at trial that found no excuse or justification in the defendant, which 

causes the defendant to be released from all legal charges. 

Keywords: Judge's Decision, Free Decision, Legal Certainty. 

 

A. PENDAHULUAN 

 Hukum acara pidana secara umum bertujuan untuk mencari dan 

mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Maksud dari 

kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, 

dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 

suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dalam putusan 

dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.1 

 Pengadilan merupakan salah satu tempat bagi para pencari keadilan 

sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa 

dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Namun demikian, 

 
 1 Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 4. 
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batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah 

bebas sebebas-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.2 

  Prinsip tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus 

perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan 

kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan 

suatu pembawaan dari peradilan. 

 Amar putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki nilai atau 

kekuatan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Pengertian amar dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, suruhan, dalam aspek hukum 

berarti bunyi putusan sesudah kata mengadili, memutuskan, dan dalam bahasa 

Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia berarti perintah, amar makruf 

nahi mungkar, perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan 

mengerjakan perbuatan yang keji.  

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 

memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.3 

 Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka dalam sidang selanjutnya 

majelis hakim segera membacakan putusannya dengan memanggil kembali 

terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum.4 Adapun yang dimaksud 

dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Putusan pengadilan adalah pernyataan 

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

 
 2 Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam 

Negara Hukum Pancasila, Jakarta: Nusamedia, 2015, hlm. 218. 

 3 Maimunah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, 

Journal Of Law, Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 3 

 4 Andi Sofyan dan Abd. Asis, “Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”, Jakarta: Prenada 

Media Group, 2014, hlm. 348 
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pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.  

 Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 

adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, 

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”5 

 Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan 

hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan 

karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan 

alasan penghapus pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.6 

 Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 

meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. 

Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHPidana ialah Perbuatan yang 

dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHPidana), Perbuatan yang 

dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHPidana), Perbuatan 

untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHPidana), 

Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHPidana). 

 Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun orang tersebut 

tidak mampu bertanggungjawab. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana 

ialah Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggung 

jawab’(Pasal 44 KUHPidana), Perbuatan yang dilakukan karena terdapat ‘daya 

paksa’ (Pasal 48 KUHPidana), Perbuatan karena ‘pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas’ (Pasal 49 ayat (2) KUHPidana), Perbuatan yang dilakukan 

 
 5 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 

2012, hlm. 352. 

 6 Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Renika Cipta, 2008, hlm. 142-143 
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untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah namun dianggap sah (Pasal 51 

ayat (2) KUHPidana).7 

 Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya 

perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah 

menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, 

sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Dalam putusan bebas atau putusan lepas, 

yang pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk 

pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana atau yang biasa disebut dengan asas nebis in 

idem. 

 Sehubungan dengan pembahasan di atas, melalui putusan hakim Pengadilan 

Negeri Suka Makmue, terdapat suatu putusan yang menimbulkan kebingungan 

dalam penerapan hukumnya. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka 

Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, dalam kasus tersebut dijelaskan telah 

terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah kepada 

Rahmatul Wahyu Bin Bustami.  

 Saat itu Edi Yanto Bin Mak Syah, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 

sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten 

Nagan Raya, melakukan penganiayaan terhadap Rahmatul Wahyu Bin Bustami 

dengan cara Terdakwa yang menggunakan tangan kanannya memukul kepala 

Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Rahmatul 

Wahyu merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya. Kemudian Rahmatul 

Wahyu langsung melakukan Visum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 

ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga 

diakibatkan karena trauma benda tumpul, sehingga membuat Rahmatul Wahyu 

melaporkan hal tersebut ke Polisi. 

 Atas kejadian tersebut Edi Yanto Bin Mak Syah didakwa oleh penuntut 

umum dengan, tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun 

 
 7 R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Bogor: Politeia ,1995, hlm. 60-66 
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dalam putusannya majelis hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan 

hukum, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai. 

 Menurut pendapat penulis, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue 

Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, ini sangatlah unik dan sangat menarik untuk 

dikaji secara akademik karena putusan yang diberikan oleh hakim diluar daripada 

apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Kasus di atas perlu 

dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 

 Meskipun dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa dan korban 

telah berdamai, namun sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Buku I 

Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHPidana tentang peniadaan penuntutan dan 

penghapusan hak menuntut didasarkan pada telah terdapatnya putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama atau terdakwa meninggal 

dunia atau perkara telah daluwarsa. Bahwa perdamaian tidak termasuk sebagai 

sesuatu hal yang dapat menghapus pidana, terlebih apabila dalam proses 

pemeriksaan pada tingkat pengadilan.  

 Guna memecahkan permasalahan di atas diperlukan teori-teori, konsep, 

asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum, selain itu juga diperlukan suatu analisis 

terhadap penerapan hukum dan pembuktian dalam menentukan apakah perbuatan 

terdakwa dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan 

bagaimana seharusnya daya guna penjatuhan sanksi terhadap kasus di atas. 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan yang akan di bahas yaitu bagaimana pengaturan penghapusan 

pidana berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHPidana dan 

KUHAPidana ? Dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue 

Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm. 

  

B. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitialn 

yuridis-normaltif, penelitialn hukum yalng berfokus paldal kalidalh-kalidalh altalu alsals-
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alsals dallalm alrti hukum dikonsepkaln sebalgali normal altalu kalidalh yalng bersumber 

dalri peralturaln perundalng-undalngaln, putusaln pengaldilaln, malupun doktrin dalri 

palral palkalr hukum terkemukal.8 

Talhalp penelitialn Yuridis Normaltif dilalkukaln melallui studi kepustalkalaln  

(penelalalhaln terhaldalp literaltur). Nalmun sepalnjalng diperlukaln, dalpalt dilalkukaln 

interview untuk melengkalpi studi kepustalkalaln. Penelitialn ini jugal bisal disebut 

sebalgali penelitialn doktrinall. Paldal penelitialn ini hukum dikonsepsikaln sebalgali alpal 

yalng tertulis dallalm peralturaln perundalng-undalngaln altalu hukum yalng 

dikonsepsikaln sebalgali kalidalh altalu normal yalng merupalkaln paltokaln berprilalku 

malsyalralkalt.9 

 

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam ketentuan hukum pidalnal terdapat beberalpal allalsaln yalng dalpalt 

dijaldikaln dalsalr balgi halkim untuk tidalk menjaltuhkaln hukumaln pidalnal kepaldal palral 

pelalku altalu terdalkwal yalng dialjukaln oleh pengaldilaln kalrenal telalh melalkukaln 

tindalk pidalna, yang manal aalalalsaln tersebut dinalmalkaln allalsaln penghalpusaln 

penuntutaln pidana. Allalsaln penghalpusaln penuntutan pidalnal aldallalh peralturaln yalng 

terutalmal dialjukaln kepaldal halkim.  

Peralturaln ini menetalpkaln berbalgali kealdalaln pelalku, yalng telalh memenuhi 

perumusaln delik sebalgalimalnal yalng telalh dialtur oleh Undalng-undalng yalng 

sehalrusnyal dipidalnal, alkaln tetalpi tidalk dipidalnal, halkim dallalm hall ini, 

menempaltkaln wewenalng dallalm dirinyal (dallalm mengaldili perkalral yalng konkrit) 

sebalgali penentu balhwal alpalkalh dallalm diri pelalku aldal kealdalaln khusus, seperti 

yalng dirumuskaln dallalm allalsaln menghalpus pidalnal.10 

Dallalm hall ini sebenalrnyal pelalku altalu terdalkwal sudalh memenuhi semual 

unsur tindalk pidalnal yalng telalh dirumuskaln dallalm peralturaln hukum pidalnal, alkaln 

tetalpi aldal beberalpal allalsaln seseoralng tidalk dalpalt dituntut daln dipidalnal altalu 

 
 8 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, Tanggerang: Unpam Press, 2019, hlm 57 

9 Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, 

Depok: Prenada Media Grup, 2018, hlm. 124. 

 10 Risan Izaak, Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya 

(Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006), 

Jurnal: Lex Crimen, Volume 5, Nomor  6, Agustus 2016, hlm. 132 
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dikecuallikaln dalri penjaltuhaln salnksi pidalnal sebalgalimalnal yalng telalh dirumuskaln 

dallalm peralturaln perundalng-undalngaln tersebut. Dengaln demikialn allalsaln-allalsaln 

penghalpusaln menuntut daln menghukum aldallalh allalsaln-allalsaln yalng 

memungkinkaln seseoralng yalng sebenalrnyal telalh memenuhi rumusaln delik, untuk 

tidalk dihukum daln ini merupalkaln kewenalngaln yalng diberikaln undalng-undalng 

kepaldal pihalk yalng berwenalng.11 

Kitab Undang Undang Hukum Pidana sekalralng ini meskipun mengaltur 

tentalng allalsaln penghalpusaln kewenalngaln menuntut pidalnal, alkaln tetalpi 

KUHPidana sendiri tidalk memberikaln pengertialn malknal dalri allalsaln halpusnyal halk 

menuntut pidalnal tersebut. Pengertialnnyal halnyal dalpalt ditelusuri melallui sejalralh 

pembentukaln KUHPidana. Menurut sejalralhnyal yalitu melallui MvT (Memorie valn 

Toelichting) mengenali allalsaln penghalpusaln pidalnal ini mengemukalkaln alpal yalng 

disebut “allalsaln-allalsaln tidalk dalpalt dipertalnggungjalwalbkalnnyal seseoralng altalu 

allalsaln-allalsaln tidalk dalpalt dipidalnalnyal seseoralng”. Hall tersebut berdalsalrkaln dual 

allalsaln, yalitu:  

1. Allalsaln tidalk dalpalt dipertalnggungjalwalbkalnnyal seseoralng yalng terletalk 

paldal diri oralng tersebut, daln  

2. Allalsaln tidalk dalpalt dipertalnggungjalwalbkalnnyal seseoralng yalng terletalk 

dilualr diri oralng tersebut.12 

Kedual allalsaln yalng aldal dallalm MvT tersebut, menemukaln kesaln balhwal 

pembualt undalng-undalng tegals merujuk paldal penekalnaln tidalk dalpalt 

dipertalnggujalwalbkalnnyal oralng, tidalk dalpalt di pidalnalnyal pelalku/pembualt. Nalmun 

dallalm kenyaltalalnnyal balnyalk palral alhli menerimal balhwal allalsaln-allalsaln tersebut 

jugal dalpalt diberlalkukaln untuk sejumlalh kalsus tertentu, untuk menghalsilkaln tidalk 

dalpalt dipidalnalnyal tindalkaln. Jaldi dengaln demikialn allalsaln penghalpus pidalnal ini 

dalpalt digunalkaln untuk menghalpus pidalnal balgi pelalku/pembualt (oralngnyal sebalgali 

 
 11 Rudy Regalh, Halpusnyal Ha lk Untuk Melalksa lnalka ln Hukumaln Ka lrena l Terdalkwa l 

Meninggall Dunial Menurut Pa lsa ll 83 Kita lb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal, Jurna ll: Lex Priva ltum 

Volume VI, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 149 

 12 Nanang Tomi Sitorus, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), Doktrina: Journal of Law, Volume 3, 

Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 130 
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subyek) daln jugal dalpalt digunalkaln untuk menghalpuskaln pidalnal dalri sualtu 

perbualtaln/tindalkaln (sebalgali obyeknyal). 

Allalsaln penghalpus pidalnal ini dirumuskaln dallalm Buku Kesaltu, yalitu terdalpalt 

dallalm Balb III Buku Kesaltu KUHPidalnal yalng terdiri dalri Palsall 44, Palsall 48 

salmpali dengaln Palsall 51 KUHPidalna, yang mana pengaturannya sebagai berikut : 

1) Dallalm Palsall 44 KUHPidalnal (Pelalku yalng salkit/tergalnggu jiwalnyal).  

2) Dallalm Palsall 48 KUHPidalnal (Perbualtaln yalng dilalkukaln dallalm kealdalaln 

terpalksal)  

3) Dallalm Palsall 49 alyalt (1) KUHPidalnal (Perbualtaln yalng dilalkukaln untuk 

membelal diri) 

4) Dallalm Palsall 49 alyalt (2) KUHPidalnal (Pembelalaln diri yalng melalmpalui 

baltals) 

5) Dallalm Palsall 50 KUHPidalnal (melalksalnalkaln peralturaln perundalng-

undalngaln) 

6) Dallalm Palsall 51 alyalt (1) KUHPidalnal (Melalkukaln perintalh jalbaltaln yalng 

syalh)  

7) Dallalm Palsall 51 alyalt (2) KUHPidana (Melalkukaln perintalh jalbaltaln yalng 

tidalk syalh tetalpi dialnggalp salh)  

Selanjutnya adapun duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka 

Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm adalah Terdalkwal yalng bernalmal Edi 

Yalnto Bin Malk Syalh bersalmal kelualrgalnyal yalitu Salksi Jhonni Salputral, Salksi 

Balhalgial, Salksi Ibnu Alffaln daln walrgal Galmpong Pulo Ie lalinnyal sedalng beraldal di 

Pesalntren Salfinaltun Naljal yalng terletalk di Galmpong Pulo Ie, Kecalmaltaln Kuallal, 

Kalbupalten Nalgaln Ralyal untuk melalyalt aldik kalndung Terdalkwal yalitu Sdr. Allm. 

Ridwalndi selalku pimpinaln pesalntren yalng telalh meninggall dunial, paldal salalt itu 

Terdalkwal sedalng duduk salmbil meralsal sedih kalrenal telalh kehilalngaln sallalh saltu 

alnggotal kelualrgalnyal.  

Kemudialn Terdalkwal melihalt Salksi Ralhmaltul Walhyu daltalng dengaln 

menggunalkaln sepedal motor yalng dipalrkirkaln di hallalmaln Pesalntren Salfinaltun 

Naljal, paldal salalt itu Terdalkwal meralsal tidalk senalng dengaln kehaldiraln Salksi 

Ralhmaltul Walhyu kalrenal sebelum aldik kalndung Terdalkwal tersebut meninggall 
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dunial yalng paldal salalt itu sedalng salkit daln dallalm peralwaltaln di Pesalntren Salfinaltun 

Naljal, Salksi Ralhmaltul Walhyu beberalpal kalli mencobal untuk menjenguk aldik 

kalndung Terdalkwal tersebut, paldalhall pihalk kelualrgal sepalkalt untuk tidalk 

mengijinkaln sialpalpun menjenguk aldik kalndung Terdalkwal daln Terdalkwal telalh 

menolalk daln melalralng kehaldiraln Salksi Ralhmaltul Walhyu untuk menjenguk aldik 

kalndung Terdalkwal tersebut, nalmun Salksi Ralhmaltul Walhyu tidalk mendengalrkaln 

lalralngaln Terdalkwal. 

Ketikal Terdalkwal melihalt Salksi Ralhmaltul Walhyu daltalng daln berjallaln ke 

alralh Terdalkwal yalng paldal salalt itu Terdalkwal sedalng duduk di galng/lorong kecil 

yalng mengalralh menuju ke belalkalng kedialmaln oralng tual Terdalkwal, paldal salalt 

Salksi Ralhmaltul Walhyu dallalm posisi yalng berdekaltaln dengaln posisi Terdalkwal 

duduk tibal-tibal Terdalkwal lalngsung berdiri daln lalngsung memukul Salksi 

Ralhmaltul Walhyu sebalnyalk 3 (tigal) kalli dengaln menggunalkaln talngaln kalnalnnyal 

yalng mengenali balgialn leher daln kepallal Salksi Ralhmaltul Walhyu, sehinggal 

mengalkibaltkaln Salksi Ralhmaltul Walhyu meralsalkaln salkit daln pusing di balgialn 

kepallalnyal, melihalt kejaldialn tersebut Salksi Ibnu Alffaln daln beberalpal walrgal yalng 

beraldal di lokalsi melerali/memisalhkaln Terdalkwal daln Salksi Ralhmaltul Walhyu. 

Selalnjutnyal Salksi Ralhmaltul Walhyu dibalntu walrgal kemballi menuju tempalt palrkir 

sepedal motor miliknyal, lallu pergi meninggallkaln lokalsi tersebut.  

Alkibalt perbualtaln Terdalkwal, Salksi Ralhmaltul Walhyu mengallalmi salkit daln 

pusing di balgialn kepallalnyal daln setelalh kejaldialn tersebut Salksi Ralhmaltul Walhyu 

tidalk dalpalt melalksalnalkaln alktifitals seperti bialsal selalmal kuralng lebih 1 (saltu) halri 

daln hall tersebut bersesualialn dengaln Visum Et Repertum Nomor : 

023/VER/RSUD-SIM/2021 talnggall 08 Juni 2021 yalng dibualt daln ditalndal talngalni 

oleh dr. Calesalr Faldhillalh paldal Rumalh Salkit Umum Daleralh Sultaln Iskalndalr Mudal 

Nalgaln Ralyal, dengaln kesimpulaln pemeriksalaln terhaldalp Salksi Ralhmaltul Walhyu, 

ditemukaln lukal memalr di kepallal daln di balwalh leher kemeralhaln didugal 

dialkibaltkaln tralumal bendal tumpul.  

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue 

dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdalkwal yalng bernalmal Edi Yalnto Bin 

Malk Syalh tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar l Palsall 351 alyalt (1) 
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KUHPidana, yang memuat ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 

Kemudian setelah melalui tahapan sidang dengan agenda pembuktian, 

selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya terhadap 

Terdakwa Edi Yalnto Bin Malk Syalh dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya 

sebagai berikut :   

1. Menyaltalkaln Terdalkwal Edi Yalnto Bin Malk Syalh terbukti secalral salh daln 

meyalkinkaln bersallalh melalkukaln tindalk pidalnal “Pengalnialyalaln” 

sebalgalimalnal dialtur daln dialncalm pidalnal dallalm Palsall 351 alyalt (1) 

KUHPidana sebalgalimalnal Dalkwalaln Penuntut Umum.  

2. Menjaltuhkaln pidalnal terhaldalp Terdalkwal Edi Yalnto Bin Malk Syalh 

berupal pidalnal penjalral selalmal 4 (empalt) bulaln dikuralngkaln seluruhnyal 

dengaln malsal penalngkalpaln daln penalhalnaln yalng telalh dijallalni Terdalkwal 

dengaln perintalh Terdalkwal tetalp ditalhaln.  

3. Menetalpkaln algalr Terdalkwal membalyalr bialyal perkalral sebesalr Rp 

3.000,- (tigal ribu rupialh). 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, setelah mendengar 

keterangan saksi-saki dan melihat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan 

serta surat tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 

Terdakwa Yalnto Bin Malk Syalh, memberikan putusan sebagai berikut :  

1.  Menyatakan Terdalkwal Edi Yalnto Bin Malk Syalh telalh terbukti 

melalkukaln tindalk pidalnal sebalgalimalnal dalkwalaln tunggall Penuntut 

Umum, alkaln tetalpi tidalk dalpalt dikenalkaln pertalnggungjalwalbaln pidalnal 

kalrenal sudalh dilalksalnalkaln kealdilaln restoraltif (Restoraltive Justice) paldal 

salalt pemeriksalaln persidalngaln; 

2.  Melepalskaln Terdalkwal oleh kalrenal itu dalri segallal tuntutaln hukum; 

3. Memerintalhkaln algalr Terdalkwal dibebalskaln dalri talhalnaln segeral setelalh 

putusaln ini diucalpkaln; 

4. Membebalnkaln bialyal perkalral ini kepaldal Negalral sebesalr Rp.3.000 (tigal 

ribu rupialh); 
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Putusan tersebut, jika dinilai dari Aspek Teori Kepastian Hukum yang 

memandang hukum sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu 

yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yang mana dalam hal ini Majelis Halkim 

dalam Putusannya telah mengabaikan ketentuan yang telah diatur secara jelas 

dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAPidana, yang mana menyebutkan Putusan Lepas 

dari Tuntutan Hukum hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang 

terbukti, namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.  

Peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh 

Terdakwa telah terbukti secara jelas dan terang dalam persidangan dan terhadap 

perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang 

menghapuskan kesalahan Terdakwa. 

Perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan Korban diluar persidangan 

yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih opsi memberikan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa merupakan 

pertimbangan yang tidak tepat dan mengabaikan aspek Kepastian Hukum. Hal ini 

dikarenakan pengaturan terhadap penerapan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum 

sudah sangat jelas diatur dalam KUHPidana dan KUHAPidana, yang mana tidak 

ditemukan alasan telah terjadinya perdamaian dalam persidangan, merupakan 

alasan untuk menghilangkan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh 

Terdakwa Edi Yalnto Bin Malk Syalh. 

Selanjutnya Putusan Pengaldilaln Negeri Sukal Malkmue Nomor: 

63/Pid.B/2021/PN Skm, bertentangan pula dengan teori pemidanaan yang 

bertujuan untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di 

dalam kehidupan masyarakat, yang lebih menekankan terhadap kemampuan 

pemidanaan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana.   

Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut tidak memiliki prinsip dalam 

pelaksanaan dan penjatuhan pidana yang mengharuskan untuk berorientasi 

terhadap usaha menghindari pelaku atau terpidana dari kemungkinan melakukan 

kejahatannya lagi di kemudian hari dan juga untuk menghindari masyarakat dari 
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kemungkinan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku atau terdakwa maupun dalam bentuk tindak pidana lainya.  

Penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan dimensi rehabilitasi dan 

efek jera pada diri pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat serta memberikan 

pelajaran pada diri pelaku atau terdakwa untuk direnungi agar muncul efek jera, 

hal ini dikarenakan pemidanaan terhadap Terdakwa Edi Yalnto Bin Malk Syalh 

bukan semata-mata untuk memuaskan rasa balas dendam dari korban kepada 

terdakwa, sehingga walaupun terdapat perdamaian tidak berarti melepaskan 

Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dari tuntutan pidana, namun perdamaian yang 

terjadi diantara kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa idealnya hanya 

dapat memberikan keringanan pada hukuman terdakwa yaitu hukuman atau 

pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan 

namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan dari perbuatan yang telah 

dilakukan oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah. 

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Teori Penemuan Hukum yang 

merupakan proses pembentukan hukum oleh Hakim/Aparat Penegak Hukum 

lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit 

dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan 

dilakukan dalam kondisi tertentu.  

Terhadap Putusaln Pengaldilaln Negeri Sukal Malkmue Nomor: 

63/Pid.B/2021/PN Skm, tidak ditemukan alasan ataupun pentingnya dilakukan 

penemuan hukum oleh Majelis Hakim terhadap dijatuhkannya putusan lepas 

terhadap diri Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah, hal ini dikarenakan terhadap 

perkara tersebut telah jelas pengaturannya dalam KUHPidana dan KUHAPidana. 

Penemuan Hukum dilakukan dalam suatu kondisi tertentu yang dibutuhkan 

oleh Hakim ketika : 

1.  Tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkrit, dan 

2.  Peraturan yang ada belum mengatur atau tidak jelas.   

Putusaln Pengaldilaln Negeri Sukal Malkmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm, 

dallalm pertimbalngalnnya Maljelis Halkim terdapat dissenting opinion yalng paldal 

pokoknyal menyebutkaln balhwal “…Sebelum Maljelis Halkim memutus perkalral 



 Analisis Putusan Hakim..., 

 

Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023, pp. 485-502 

pidalnal yalng dilalkukaln oleh Terdalkwal, Terdalkwal telalh menjallalnkaln Salnksi aldalt 

yalng ditualngkaln dallalm Suralt perdalmalialn talnggall 28 September 2021 yalng 

diketalhui oleh Keuchik yalng dallalm Qalnun Nomor 9 Talhun 2008 tentalng 

Pembinalaln Kehidupaln Aldalt daln Aldalt Istialdalt merupalkaln tokoh penyelesali 

sengketal/perselisihaln aldalt, malkal sesuali dengaln kedudukaln Keuchik daln Alsals 

Kealdilaln, malkal Halkim menilali Palsall 76 alyalt (1) KUHP telalh terpenuhi daln 

perkalral tersebut dallalm kealdalaln ne bis in idem. Berdalsalrkaln SEMAl Nomor 2 

Talhun 2019 tentalng Pemberlalkualn Rumusaln Halsil Ralpalt Pleno Kalmalr 

Malhkalmalh Algung Talhun 2019 Sebalgali Pedomaln Pelalksalnalaln Tugals Balgi 

Pengaldilaln, paldal Rumusaln Hukum Kalmalr Pidalnal point (2) dibunyikaln 

“Penuntutaln Penuntut Umum dinyaltalkaln Tidalk Dalpalt Diterimal dallalm hall perkalral 

pidalnal telalh kedalluwalrsal altalu terdalpalt kealdalaln ne bis in idem, malkal putusaln 

Halkim berbunyi “penuntutaln Penuntut Umum tidalk dalpalt diterimal”.  

 Balhwal penulis salngalt tidalk sependalpalt dengaln pertimbalngaln tersebut, 

kalrenal secalral strukturall, pengaldilaln aldalt tidalk terikalt dallalm hubungaln hieralrkis 

dengaln baldaln-baldaln peraldilaln formall di Indonesial. Undalng-Undalng Nomor 48 

Talhun 2009 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln, tidalk mengalkui pengaldilaln aldalt 

sebalgali sallalh saltu balgialn dalri kekualsalaln kehalkimaln di Indonesial.  

 Kekualsalaln kehalkimaln sendiri berdalsalrkaln Palsall 1 alngkal 1 Undalng-

Undalng Nomor 48 Talhun 2009 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln menyebutkan 

menyeKekualsalaln negalral yalng merdekal untuk menyelenggalralkaln peraldilaln gunal 

menegalkkaln hukum daln kealdilaln berdalsalrkaln Palncalsilal daln Undalng-Undalng 

Dalsalr Negalral Republik Indonesial Talhun 1945, demi terselenggalralnyal Negalral 

Hukum Republik Indonesial. 

 Ketentuan palsall 18 Undalng-Undalng Nomor 48 Talhun 2009 tentalng 

Kekualsalaln Kehalkimaln kemudialn membaltalsi balhwal kekualsalaln kehalkimaln 

dilalkukaln oleh sebualh Malhkalmalh Algung daln baldaln peraldilaln yalng beraldal di 

balwalhnyal dallalm lingkungaln peraldilaln umum, lingkungaln peraldilaln algalmal, 

lingkungaln peraldilaln militer, lingkungaln peraldilaln taltal usalhal negalral, daln oleh 

sebualh Malhkalmalh Konstitusi. Dallalm hall ini, posisi peraldilaln aldalt dalpalt 

dipersalmalkaln sebalgali sallalh saltu bentuk lembalgal allternaltif penyelesalialn sengketal, 
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yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999 tentalng Alrbitralse daln 

Allternaltif Penyelesalialn Sengketal. Allternaltif penyelesalialn sengketal aldallalh 

lembalgal penyelesalialn sengketal altalu bedal pendalpalt melallui prosedur yalng 

disepalkalti palral pihalk, yalkni penyelesalialn di lualr pengaldilaln dengaln calral 

konsultalsi, negosialsi, medialsi, konsilialsi, altalu penilalialn alhli.  

 Kedudukaln keputusaln pengaldilaln aldalt sejalk semulal berfungsi sebalgali 

sumber hukum daln tidalk terikalt hubungaln strukturall, paldal dalsalrnyal tidalk aldal 

kewaljibaln balgi seoralng halkim untuk memaltuhi keputusaln pengaldilaln aldalt. 

Balhwal terdalpalt hubungaln fungsionall talk mengikalt alntalral pengaldilaln negalral 

dengaln keputusaln peraldilaln aldalt, yalng malnal dallalm hall ini pengaldilaln negalral 

mengalkui kewenalngaln yalng dimiliki peraldilaln aldalt/desal dallalm menjaltuhkaln 

keputusaln perdalmalialn meskipun keputusaln itu tidalk memiliki sifalt yalng mengikalt 

balgi halkim. Sallalh saltu putusaln yalng dirujuk oleh penelitialn tersebut 

aldallalh Putusaln Malhkalmalh Algung Nomor 436K/Sip/1970. Putusaln tersebut 

melalhirkaln kalidalh balhwal keputusaln perdalmalialn melallui mekalnisme aldalt tidalk 

mengikalt halkim pengaldilaln negeri daln halnyal menjaldi pedomaln. 

 

D.  KESIMPULAN 

Halsil Penelitialn paldal pembalhalsaln pertalmal menunjukkaln balhwal ketentualn 

Palsall 191 alyalt (2) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Alcalral Pidalnal (KUHAlP), 

menyebutkaln balhwal yalng dimalksud dengaln putusaln Lepals Dalri Segallal Tuntutaln 

Hukum aldallalh: “Jikal pengaldilaln berpendalpalt balhwal perbualtaln yalng didalkwalkaln 

kepaldal terdalkwal terbukti, tetalpi perbualtaln itu tidalk merupalkaln sualtu tindalkaln 

pidalnal, malkal terdalkwal diputus lepals dalri segallal tuntutaln hukum.” Daln allalsaln 

yalng dalpalt dijaldikaln sebalgali dalsalr balgi halkim untuk tidalk menjaltuhkaln 

hukumaln/pidalnal kepaldal palral pelalku altalu terdalkwal yalng dialjukaln ke pengaldilaln 

kalrenal telalh melalkukaln sualtu tindalk pidalnal dinalmalkaln allalsaln penghalpus pidalnal, 

yalitu alalsaln pembenalr dan alasan pemaaf. 

 Alnallisis terhaldalp Putusaln Lepals dalri Segallal Tuntutaln Hukum paldal putusaln 

Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhaldalp dalkwalaln Penuntut Umum menurut 

penulis sudalh tepalt, Tuntutaln Penuntut Umum Sudalh Tepalt, nalmun paldal putusaln 
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Pengaldilaln menurut penulis Halkim keliru. Hall ini berdalsalrkaln pisalu alnallisis 

berupal teori kepalstialn hukum, teori pemidalnalaln, teori penemualn hukum sertal 

pemeriksalaln falktal-falktal dipersidalngaln tidalk ditemukalnnyal allalsaln pemalalf malupun 

pembenalr dallalm diri terdalkwal, yalng menyebalbkaln terdalkwal halrus dilepalskaln 

dalri segallal tuntutaln hukum.  
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